
 
BUPATI BANDUNG  

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

 
NOMOR  14 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005-2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG, 

 
Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah 

disusun sebagai landasan dan pedoman dalam 

menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan 

secara menyeluruh yang akan dilakukan secara 

bertahap untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten 

Bandung yang adil dan makmur sebagaimana 

diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan antar 

dokumen perencanaan agar dapat memberikan arah 

yang jelas sesuai dengan prioritas pembangunan daerah 

diperlukan rencana pembangunan Daerah yang 

dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, 

akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan 

berwawasan lingkungan sebagai satu kesatuan dalam 

sistem perencanaan pembangunan nasional; 

c. bahwa beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 perlu 

disesuaikan dengan rencana dan perkembangan 

pembangunan daerah sehingga perlu diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 

2005-2025; 

 

  SALINAN 
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Mengingat    : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6042); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang   

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang   

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 3); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 

Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 236); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 

2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64); 
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16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 

88); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan  Jangka Menengah  

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 

Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 237); 

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2011 Nomor 7); 

19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 4); 

20. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 

Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2016 Nomor  27, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31). 

21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21). 

 

  Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BANDUNG 

dan 

BUPATI BANDUNG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG  TAHUN 2005-2025. 
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Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7) diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan  Pasal  1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung. 

2. Bupati adalah Bupati Bandung. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah merupakan 

penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran 

pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua 

puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada 

RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah merupakan 

penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang 

memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 

pembangunan Daerah, dan keuangan Daerah, serta 

program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah 

yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan 

berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. 
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7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah penjabaran dari RPJMD yang 

memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas 

pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan 

berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program 

strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat 

RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang 

merupakan penjabaran strategi Dan arah kebijakan 

pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola 

ruang wilayah. 

9. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara 

kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang 

direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin 

dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat 

perencanaan dibuat. 

10. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus 

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 

pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan 

bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, 

mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan 

menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan 

pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. 

11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 

Daerah. 

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. 

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau 

kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan 

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ 

Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap. 

14. Sasaran Pokok adalah penjabaran kinerja pembangunan 

Daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka pencapaian 

sasaran 20 (dua puluh) tahunan. 

15. Indikator pencapaian adalah alat ukur berupa statistik 

yang dapat menunjukan perbandingan, kecenderungan 

atau perkembangan. 
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2. Ketentuan  Pasal  2 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 2 

(1) Arah kebijakan dan Sasaran Pokok pembangunan jangka 

panjang Daerah Kabupaten Bandung periode 2005-2025 

dilaksanakan sesuai dengan arahan RPJPD Daerah 

Kabupaten Bandung tahun 2005-2025 

(2) Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 diubah 

sehingga menjadi tercanntum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah 

Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 tahun, yaitu 

sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi, 

arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan. 

4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni 

Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3A 

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang yang tertuang dalam 

dokumen RPJPD dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan 

Pembangunan Jangka Menengah yang dituangkan dalam 

dokumen RPJMD. 

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

Sistematika RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 dan Pasal 3 terdiri dari: 

BAB I : Pendahuluan 

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah 

BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis 

BAB IV : Visi dan Misi Daerah 

BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah 

BAB VI : Penutup 

 

Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung. 

 

 

Ditetapkan di Soreang 
pada tanggal 31 Desember 2019 
BUPATI BANDUNG,                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 ttd 
 

DADANG M. NASER 
 

 
 
 

Diundangkan di Soreang 
pada tanggal  31 Desember 2019 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG, 
 

 ttd 
 
TEDDY KUSDIANA  

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 14. 
 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA 
BARAT NOMOR (15/365/2019). 

 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si 

Pembina Tk. I 
NIP. 19740717 199803 1 003 

 


